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ABSTRAK

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan
masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan
kesusilaan menurut “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” dan Apakah Putusan Nomor
1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Maka, tujuan
penelitian ini Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita korban kejahatan kesusilaan dan Untuk mengetahui
apakah putusan tersebut sudah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Manfaat
Penelitian ini bersifat Teoritis yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum
bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang
kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal
memberikan perlindungan, yakni: Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban
dalam setiap tahap proses peradilan pidana, Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak
pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi, Melakukan kerjasama dengan instansi yang
terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Dalam Putusan
Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku
kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana kejahatan tindak pidana pemerkosaaan dilakukan, maka pelaku di
hukum 4 tahun, harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau bisa
diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman pidana maksimal, Harusnya di
Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum seberat —beratnya kalau bisa hukuman mati supaya
perbuatan biadab tersebut tidak merajalela di Indonesia.

Kata Kunci: Perkosaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRACT
At recent, the crime of rape is a crime that gets enough attention among the public. It is often reported in
newspaper or other media that a crime of rape has occurred. This research is expected to provide information
on how is the legal protection for women victims of decency crimes according to “the Witness and Victim
Protection Agency”. and the verdict number of 1205/PID.B/2012/PN.TNG has given a deterrent effect to
perpetrators of decency crimes enought. The purpose of this study is to find out what efforts have been made
by the Witness and Victim Protection Agency in providing legal protection to women victims of decency
crimes and to find out whether the decision has provided a deterrent effect on perpetrators of decency crimes.
The benefits of this research are theoretical, namely this research is expected to provide additional
knowledge and description of the role of “the Witness and Victim Protection Agency”. in providing legal
protection for women victims of decency crimes and can add knowledge of criminal law, especially about
sexual crimes. Efforts made by the Witness and Victim Protection Agency” in terms of providing protection,
namely: Providing protection and assistance services to witnesses and victims in every stage of the criminal
justice process, Facilitating recovery steps for victims of criminal acts, especially in applying for
compensation or restitution, Performing cooperation with relevant and authorized agencies in the
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implementation of protection and assistance for witnesses and victims. In verdict number of
1205/P1D.B/2012/PN.TNG has not provided a deterrent effect on perpetrators, punishment for perpetrators
of decency crimes in Indonesia if the crime of rape is committed, then the perpetrator is sentenced to 4 years,
the punishment should be for the perpetrators of the crime of decency. even if it is possible to impose a life
sentence or the death penalty for a maximum criminal sentence. In Indonesia, the perpetrators of the crime of
rape should be punished as severely as possible by the death penalty so that these barbaric acts are not
rampant in Indonesia.

Keywords: Rape, the Witness and Victim Protection Agency

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukan bahwa ada beberapa sistem
teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan system atau teori pembuktian
bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara) Indonesia sama dengan Belanda dan Negara
Eropa Kontinental lainnya, menganut bahwa hakimlah yang menilai sendiri alat bukti yang
dibuktikan dengan keyakinan sendiri, berbeda dengan sistem Negara Anglo Saxon seperti
Amerika Serikat yang menganut salah tidaknya seseorang (quity or not quity).

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan
yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan
terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan
zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap
kesusilaan.”!

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat
perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau media lainnya diberitakan terjadi
tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini
sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan
selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan
berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.
Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju
kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang

relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

'Hermien Hadiati Koeswati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana, ( Jakarta: Citra Aditya, 1995), hal. 231.
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Secara yuridis formal, perkosaan didefinisikan sebagai sebuah kejahatan yang
membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat
bagi pelaku perkosaan dimaksudkan agar Negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki
sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal didalam
masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan
perbuatan serupa.?

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses
peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana
mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan
harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana
tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan
masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP
pada pasal 285 yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar
hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah
diperkosa tersebut. Seperti yang sudah ada dalam KUHP ancaman hukuman dalam pasal
285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria
tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan. Seperti yang sudah
dijelaskan diatas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan. Maka masyarakat
harus bisa berhati-hati dan lebih waspada terhadap tindak pidana perkosaan dan kasus
pemerkosaan menjadi masalah yang harus segera dibenahi di Indonesia agar tidak merusak
citra dan moral bangsa Indonesia.

Kekerasan seksual, kata yang sudah tidak asing lagi di telinga Kita. Sering kita dengar
di radio maupun televisi tentang pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan
seksual yang paling menonjol di Indonesia. Pemerkosaan merupakan suatu kekejaman yang

menimpa orang tak bersalah. Dalam kata “perkosaan” tentu terbayang kengerian yang tak

2 Suryono Ekotama, et.al., Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi dan
Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ed.1, Cet.1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000), hal. 97.
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terperikan bagi kaum wanita. Ada beberapa aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki
arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa di tinjau dari yuridis formal, segi teologis
maupun dari segi sosiologis. Ketiga aspek tersebut amat mempengaruhi persepsi
masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan “perkosaan” itu.®

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak
hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa
malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban
merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika
melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi
perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses
penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak,
gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka
terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari
luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh
sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota
keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami
kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka
seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial
tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila
yang bersangkutan melapor.*

Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih menggunakan konsep
tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perbedaan dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bahwa
status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai di tahap penyidikan. Pengertian saksi

dalam Undang-undang ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan

% 1bid, hal. 95
4 Arif Gosita, Victimisasi Kriminal Kekerasan, (Jakarta, Akademika presindo, 1985), edisi I, hal. 45
299

Hukum dam Keadilan



Volume 8, Nomor 2 September 2021

atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya
penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.®

Sigmund Freud melihat perkembangan manusia sebagai sebuah evolusi, dalam
bentuk perkembangan individu, dimana dorongan utama dalam diri manusia, yakni energi
seksual merupakan sebuah proses evolusi sejak kelahiran hingga masa puber dan dewasa
dalam kehidupan masing-masing individu.®

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang tergantung pada pendapat
umum dan tergantung pada waktu dan tempat, dimana di sebagian negara berciuman di
tempat umum di kota besar tidak menjadi persoalan, sementara di Indonesia termasuk
merusak kesopanan umum. Oleh karena itu sebagian menyatakan bahwa kejahatan
kesusilaan apabila perbuatan yang berkaitan dengan nafsu kelamin.

Dengan pikiran bahwa perempuan tidak terpisah dengan keluarga, maka dengan
sendirinya bisa dipahami apabila kebijakan pemerintah bersama-sama dengan negara dalam
banyak hal mengabaikan keberadaan perempuan. Dalam kerangka ini maka perempuan
bukan hanya tidak pernah menjadi makhluk ekonomi, bahkan juga mustahil untuk menjadi
makhluk politik.’

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek
peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan
mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada
terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas
diperinci.®

Tidak jarang terjadi kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan, sulit
dibuktikan sebagai perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
sering diposisikan sebagai kasus pencabulan, kemudian kasus itu diproses dengan mengacu

pada pasal-pasal yang memberi hukuman lebih rendah kepada pelaku.®

® 1bid, hal. 99

& Erich Fromm, Kata Pengantar untuk buku Sigmund Freud, Pengantar Umum Psikoanalisis,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. vii

" 1bid, hal. 32.

8 Mulyana W. Kusuma, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, (Bandung:
alumni, 1981), hal. 109

® 1bid, hal. 46.
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Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu: perbuatan yang dilarang,
pertanggung-jawaban (orangnya/pelaku), dan sanksi pidana, sehingga korban tidak menjadi
perhatian. Sehubungan dengan kasus perkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan
pidana hanyalah sebagai saksi korban, sehingga inilah yang menjadi persoalannya, masalah
perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk
dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan
dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang
dihadapi.

Perempuan sering menjadi korban kriminalitas karena dianggap makhluk yang lemah,
dan mudah diperdaya oleh kaum laki-laki. Perempuan masih dianggap sebagai kaum yang
lemah dan kerap kali diremehkan, sehingga mereka menjadi sasaran bagi para pelaku aksi
kekerasan dan kejahatan. Banyak dari perempuan yang tidak mengerti cara melakukan
perlawanan pada saat peristiwa yang tidak diinginkan menimpa mereka.

Salah satu kejahatan yang sering dialami perempuan adalah tindak pidana
pemerkosaan. Perempuan sering kali menjadi obyek kekerasan ataupun pelecehan seksual
yang dilakukan oleh pria. Namun pada dasarnya pelaku tindak pemerkosaan seringkali
mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, dan
akhirnya melakukan hal yang sama terhadap korban lainnya.

Menurut Saskia E. Wieringa, Ahli Kajian Gender dan Seksualitas dari Universitas
Amsterdam, pemerkosaan di Indonesia sudah masuk dalam situasi sulit. Selain itu,
perempuan yang sering menjadi korban juga jarang mendapat keadilan karena kejadian
pemerkosaan dianggap kesalahan perempuan. Sudah menjadi wacana umum bahwa pihak
laki-laki kebanyakan berpikir bisa memiliki perempuan, sehingga ketika mereka sedang
naik hasrat seksualnya dan sulit dihentikan, mereka bisa melakukan pemerkosaan. Korban
harus membuktikan bahwa tindak kekerasan seksual memang benar-benar terjadi,
sementara pelaku tidak perlu membuktikan apapun untuk menunjukkan ia tidak bersalah.
Tidak jarang korban harus berkali-kali memaparkan ulang.

Fakta empiris menunjukkan bahwa korban perkosaan selalu menjadi pihak yang
dirugikan, karena selain mereka menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa, baik

secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita ganda.
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Karena tanpa disadari mereka sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya
sebuah kepastian hukum. Misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan
mengulangi (dalam rekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat ia sedang
menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah
kasusnya digelar dan diperiksa di pengadilan.°

Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa
barangsiapa yang dipanggil menurut undangundang akan menjadi saksi, ahli atau juru
bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang
harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum selama-lamanya sembilan bulan.

Berpedoman kepada judul diatas, maka pokok permasalahan ini adalah: (1) Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat mengasah kemampuan
penulis mengenai realitas penerapan teori hukum pidana dan peraturan yang terjadi di
masyarakat, disamping itu dapat memberikan informasi Bagaimanakah perlindungan
hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban? (2) Apakah Putusan Nomor 1205/PID.B/2012/PN.TNG sudah memberikan efek
jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan?

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan
penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita
korban kejahatan kesusilaan, (2) Untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah
memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan dan gambaran mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban
dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita korban kejahatan kesusilaan serta

dapat menambah keilmuan hukum pidana khususnya tentang kejahatan seksual.

10 Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hal. 79.

11 Seesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), hal. 175.
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Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan dan dapat mengasah kemampuan penulis mengenai realitas penerapan teori
hukum pidana dan peraturan yang terjadi di masyarakat, disamping itu dapat memberikan
informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khusus.

Secara personal, manfaat penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah
kemampuan penulis selama dibangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang
terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Teori Dasar dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum Menurut John
Locke menyatakan bahwa manusia dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat,
mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan oleh kelompok masyarakat
lainnya. Kecuali lewat perjanjian masyarakat.'?

Menurut Satjipto Rahardjo, pemaknaan hukum harus dapat melakukan pembebasan
khususnya atas makna dari konsep-konsep lama yang telah dipakai sebelumnya. Yaitu
berdasarkan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, dan
hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga
diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.*®

Menurut Gadamer, keputusan hakim mempunyai pengaruh praktis pada kehidupan
dengan tujuan untuk menjadi aplikasi yang benar dan bukan sebuah aplikasi arbiter
terhadap hukum. Oleh karenanya, aplikasi mesti mendasarkan kepada sebuah penafsiran
yang benar, yang dengan sendirinya memasukkan mediasi antara sejarah dan kekinian
dalam tindakan pemahaman itu sendiri.'*

Menurut Immanuel Kant, di dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Law yaitu
Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan

tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam

12 A Mashyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika
Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia,( Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.3.
13 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006 hal. 154.
14 Hans- Georg Gadamer, Truth and Method, terjemahan oleh Ahmad Sahidah, Kebenaran dan
Metode Pengantar Filsafat Hermenutika, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004).
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semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu
kejahatan.®

Idealnya norma-norma pengaturan dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam
hukum pidana dan hukum acara pidana, sesungguhnya telah diamanatkan dalam UUD NRI
Tahun 1945 yaitu mewujudkan cita hukum yang ingin dicapai dan diwujudkan di Indonesia
sesuai dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam mukadimah UUD NRI Tahun 1945.
Cita hukum Pancasila tidak nampak dalam norma-norma pengaturan dalam KUHP, karena
KUHP yang berlaku adalah KUHP peninggalan Belanda, yang lebih cocok digunakan oleh
pemerintahan kolonial Belanda untuk melestarikan kekuasaannya di negara jajahan. Istilah
social engineering untuk memberikan suatu upaya sistematis dari para pengemban
kekuasaan negara untuk memengaruhi sikap dan prilaku rakyat dalam skalanya yang lebih
luas. Dalam wacana hukum, kebijakan dan pelaksanaan kerja rekayasa sosial ini dilakukan
dengan cara mendayagunakan hukum negara berikut beraneka ragam sanksinya, baik yang
bersifat pidana maupun sanksi administratif untuk mempengaruhi atau mengubah pola
hubungan sosial antar manusia dalam masyarakatnya. Oleh karena penggunaan kekuatan
sanksi pidana sebagai sarana pemaksa inilah acap kali mengesankan dan mengundang
tuduhan, bahwa social engineering itu menyiratkan adanya manuver-manuver yang
manipulatif.®

Instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa
undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi dari keduanya dan bukan sejenis judge
made law seperti halnya dalam tradisi negara-negara yang menganut sistem common law.
Bagi Indonesia, peran yang menonjol adalah melalui peraturan perundang-undangan,
karena peran yurisprudensi tidak begitu mengikat dalam proses penegakkan hukum
sebagaimana yang dapat dilihat pada negara-negara dengan sistem common law karena
case law adalah merupakan bagian yang inheren dalam proses penegakan hukum.

Menurut John Austin, dalam penelitian ini digunakan yaitu teori terapan yang

berpengaruh dari aliran hukum positif seperti Aliran Hukum Positif Analitis, yang

15 Gregory Leyh, Legal Hermaneutics, History, Theory and Pratice, (University of California, 1992),
hal 8.
16 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, (Malang :
Bayumedia, 2008), hal.119
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menekankan pada kewenangan pihak superior untuk menentukan apa yang diperbolehkan
dan memaksa orang lain untuk taat dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah
laku orang lain kearah yang diinginkannya.

Menurut Emile Durkheim, dalam teori ini dipaparkan tentang kondisi social yang
secara dramatis mengalami perubahan di era revolusi industry, suatu masa yang
dideskripsikan oleh Durkheim sebagai era keruntuhan solidaritas social, kehancuran,
ikatan-ikatan dasar yang menyatukan individu dalam tatanan social kolektif sehingga
memaksa setiap orang untuk berjalan sendiri-sendiri.!8

Menurut Cooley, dalam pandangan Mazhab Chicago, yaitu mengembangkan teori
kriminologi dalam konsep tentang siapa dirinya yang sebenarnya dengan membayangkan
bagaimana dirinya tampil didepan orang lain dan bagaimanan orang lain
menginterprestasikan dan mengevaluasi apa-apa yang mereka pahami, anak-anak tidak
akan mengembangkan pemahaman tentang diri tanpa umpan balik (feedback) dari orang

lain yang bertindak sebagai semacam cermin.*®

PENUTUP
A. Simpulan
1. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal
memberikan perlindungan, Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
memiliki 3 (tiga) tugas dan fungsi yakni:
a. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam
setiap tahap proses peradilan pidana;
b. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana,

khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi;

17 Darji Darmodihardjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2004), hal. 114

18 Emile Durkheim, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T.Cullen, Teori Kriminologi:
Konteks dan Konsekuensi, Edisi Kelima, Cet. 1, Diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul
“Criminological Theory: Context and Consequence”, Penerjemah: Tri Wibowo BS, (Jakarta: Prenadamedia
Group,2015), hal. 105.

19 Colley, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, hal . 108
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c. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam
pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

2. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera
terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bilamana
kejahatan tindak pidana pemerkosaaan dilakukan, maka pelaku di hukum 4 tahun,
harusnya hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan itu diperberat bahkan kalau
bisa diberlakukannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati untuk hukuman
pidana maksimal, Harusnya di Indonesia, pelaku tindak pidana perkosaan dihukum
seberat —beratnya kalau bisa hukuman mati supaya perbuatan biadab tersebut tidak

merajalela di Indonesia.

B. Saran

1. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam
memberikan Perlindungan harus bersifat aktif, sudah banyak kejahatan kesusilaan
yang marak terjadi, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disini sangat
penting untuk memberikan perindungan hukum dengan cara mendampingi pihak
korban memberikan perlindungan dari bahaya mauapun ancaman yang datang dari
luar serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lebih banyak bersosialisasi untuk
turun ke dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang awam akan LPSK,
mereka hanya takut jika korban melaporkan apa yang dialaminya mereka takut
dikenakan biaya untuk melakukan permohonan perlindungan kepada Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, padahal siapapun korban yang memohon
perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dipungut biaya
sepeserpun alias sudah dibiayai oleh Pemerintah setempat.

2. Dalam Putusan Nomor 1205/Pid.B/2012/PN.TNG, belum memberikan efek jera
terhadap pelaku, penulis berharap dimasa yang akan dating dalam hal memberikan
sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana pemerkosaan lebih berat lagi

khususnya di Indonesia.
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